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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR '9 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHANIKEBERSlHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan menteri Dalam Negeri
Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah
Tingkat II;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821 );

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Unisan
Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2104 )

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685 );

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3099);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Peraturan .
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 3692 );

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW07.03 Tahun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
. Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
RETRlBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasa11

a. Daerah adalah Kahupaten Musi Banyuasin;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan EksekutifDaerah;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
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c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lembaga legislatif

d. Kepala Daerah OOalahBupati Kabupaten Musi Banyuasin.

e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;

f Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnyadisingkat TPS adalah
tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di
desa/kelurahan sebelumdiangkut ke TPA;

g. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnyadapat disingkat TPA adalah
tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;

h. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang
berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan
organik dan non organik, logam dan nonlogam yang dapat terbakar
tetapi tidak termasuk buangan biologis kotoran manusia dan sampah
berbahaya;

1. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan dalambentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha
lainnya;

J. Retribusi Jasa Umum ooalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribOOiatau booan;

k. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pambayaran atas pelayanan persampahanlkebersihan
khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;

I. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perudang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi;

m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan;

n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat
SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

o. Surat Ketetapan .
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o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah
ditetapkan;

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat
disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada Retribusi Daerah yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

q. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga atau denda;

r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

t. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah yang teIjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut
retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal3

(I) Objek retribusi meliputi :

a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA atau;

b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;

c. Penyediaan TPA;

d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

(2) Tidak termasuk .
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(2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah :

a. Pelayanan kebersihan jalan umum;

b. Pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum

Pasal4

Subjek Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
retribusi.

BABllI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan PersampahanlKebersihan digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Umum.

BABIV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal6

(I). Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume
sampah;

(2). Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
sampah organik dan non organik berbahaya dan tidak berbahaya;

(3). Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud
dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas
lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi
dmaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan asapek keadilan;

(2). Biaya sebagaimana dimaksud .
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(2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain biaya
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan
sarnpah termasuk sewa lokasi TPA.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasa18

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan,
jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kernampuan masyarakat;

(2) Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengambilan, pengangkatan, pengolahan dan pemusnahan sampah
rumah tangga;

1. Luas bangunan <4m2 Rp. 300,-/bulan.

2. Luas bangunan 5 m2 s.d 300 m2 Rp. 400,-/bulan.

3. Luas bangunan > 300 m2 Rp. 500, -/bulan.

b. Pengambilan, pengangkatan, pengolahan dan pemusnahan sampah
perdagangan antara lain pasar, pertokoan,rurnah makan;

1. Kecil (Volume sampah < 0,51 m3/hari) Rp. 2.000, -/bulan.

2. Sedang (Volume sampah 0,51 s.d 0,75 m3fhari) Rp.2.500,-/bulan.

3. Sedang (Volume sampah > 0,75 m3/hari) Rp.3.000,-/bulan.

c. Pengambilan, pengangkatan, pengolahan dan pemusnahan sampah
industri antara lain Rumah Sakit, Hotel, Pabrik;

1. Kecil Volume sampah < 0,51 m3/hari) Rp.2.000,-/bulan.

2. Sedang (Volume sampah 0,51 s.d 0,75 m3/hari) Rp.2.500,-/bulan.

3. Sedang (Volume sampah > 0,75 m3/hari)

d. Pengolahan sendiri TPA oleh orang pribadi
atau badan

Rp.3.000,-/buIan.

Rp. 2.000,-/bulan.

BAB VII .
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BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan
diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAr RETRIBUSI TERUTANG

PasallO

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya I (satu ) bulan.

Pasalll

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BABIX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(I) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hams diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib
Retribusi atau kuasanya;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BABX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (I)
Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan
SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan;

(2) Apabila berdasarkan .
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(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambaban
jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT
sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BABXI

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasall4

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BABXIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi seka1igus untuk masa 1 (satu)
bulan;

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah.

BABXIV .
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BABXIV

TAlA CARA PENAGIHAN

Pasall7

(I) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dolrumen lain yang
dipersamakan , SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan
yang menyebabkan jumlah retribusi yang hams dibayar bertambah, yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BABXV

KEBERATAN

Pasall8

(I) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dolrumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang je1as;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi hams dapat membuktikan ketidak benaran
ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,
dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kelruasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga
tidak dipertimbangkan;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasall9

(I) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima hams memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan;

(2) Keputusan Kepala Daerah .
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(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya retribusi
yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini
telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BABXVI

PENGEMBALIAN KELEBlliAN PEMBAYARAN

Pasal20

(I) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) pasal ini, hams memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB hams
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi
tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) pasal ini dilakukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka
waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
retribusi.

Pasal21

(I) Permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya menyebutkan

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. Besamya .



-11-

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan membayar retribusi disampaikan
langsung atau melaui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengmman Pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal22

(I) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainya, sebagai mana dimakstid dalam pasal 21 ayat (4)
Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pernindah
bukuan dan btikti pernindah btikuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal23

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BABXVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang
retribusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan " .
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(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran, atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BABXIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
terutang;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.

BABXX

PENYIDIKAN

Pasal26

(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1m
adalah ;

a. Menerlrna laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertarna pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal dari tersangka.

d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi
f Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan

pemeriksaan perkara.

g. Mengadakan pemberhentian .
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g. Mengadakan pemberhentian penyidikan sete1ahmendapat petunjuk
dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya.

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1m
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

BABXXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannyaakan diatur lebih Ianjut oleh Kepala Daerah.

Pasal28

Peraturan Daerah ini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
Pada tanggal 22.. Desember 1999

ASIN,

• • ALEx: NOERDDr, S.R.
Pembina Tk.I
:NIP440 018477

LENB.ARAN IlAERA!! KA13UPATENMrSI BANYtJASDr TAl3lJN 1999 HOMOR 2.9.

Iliundanglam di Sekayu
pada tangga1. 2~ Desember 1999
SEKRETARIS DAERAR KABUP ATEN

SI B.ANYU Dr ,
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